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Menimbang :

Mengingat :

' PEMERINTAH mumm BOMBANA

|

DENGAN RAHMAT rrmu YANG MAHA ESA
|

BUPATI BOMBANA,

a. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur berdasarkan
turan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
Q 16 tentang Pemi)entukan dan Susunan Perangkat Daerah
hupaten Boml}ana maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2013 tentang
K&de Etik Fegawm Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
ibupaten Bombqna dipandang perlu diubah dan dilakukan
epyeﬁuamn -

b. hqhwa berdasarkpn pertimbangan sebagaimana dimaksud
ﬂq]am huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bombana tentang |Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
K&hupaten Bombina

I

1. Undang-Undang |  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
pquelenggaraan l‘fegara yang bersih dan Bebas dari Korupsi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, T#mba,han Lembaran Negara Nomor 3851);

2 dang-Undang @ Nomor 31 Tahun 1999 tentang

berantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
R¢pubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3874),
sﬁbagmma.n& telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nq:mur 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
P.l ana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia
un 2001 Humor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik mduneam Nomor 4150);

3 U dang-Undang = Nomor 29 Tahun 2003 tentang
i 'mbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
i Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur,
'Sipil Negara fLemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun
2 14 Nomor 6, Ta.rnhahan Lembaran Negara Nomor 5494 )




Menetapkan

|
i |
5.Undang-Undang | Nomor 23 Tahun 2014 tentang
'Ptm::nntahan Dai;mh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tthun 2014 or 244, Tambahan Lembaran Negara
ublik lndunes Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
berapa kali, terakhar dengan Undang-Undang Nomor 9
T+hun 2015 tepta.ng Perubahan Atas Undang-Undang
'Nol:rmr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{ baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
$ , Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor
5 79);

E- sraturan Peme:ﬂntah Nomor 21 Tahun 1975 tentang

Sumpah/ Janji P@awm Negeri Sipil;

‘?3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
|P¢rnbma.an Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Ihdonema Nomor 4578);

9. P+raturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

gawasan Intern Pemerintah;

10. Pc.raturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
|Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
\Negara Repuhhk{-; Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
T%mbahar_l Lem Negara Republik Indonesia Nomor
' 5258);

12. F‘ératuran Fememnmh Nomor 18 Tahun 2016 tentang

rangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
T%hun 2003 Numor 114) (Tambahan Lembaran Negara
\Nomor 5887); |

13. qu'raturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Mana_}emen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
donesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

JN Republik Indnnesm Nomor 6037);

14./Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pémhmaa;n dan P#ngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
|Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
'Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
| Nomor 6041); |

5. P£aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
‘tentang Pembentui Produk Hukum Daerah (Berita Negara
'Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

12016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bombana.

|
; MEMIUTUSKAN
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RATURAN BUPA’IT[ BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS
F RATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LING P

PIFMERINTJ&H KABUPATEN BOMBANA
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Beberapa ketenh.*an dalam Feraturpn Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang
Kode Etik PNS ngkup Pemennfah Kabupaten Bombana diubah sebagai

berikut:

1. ketentuan 1;}35&1 1 d:ubah, | sehingga keseluruhan berbunyi sebagai

berikut: 1 |

| BABI

| EETRAEYAN UMM
|

|

= Pasall

Dalam Peraturan bupab ini yang duLmksud dengan:

2

10.

&7

12.

13.

14.

Bupati adalah Bupati Bombana.|

Pemerintah Dae: adalah Bupan dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggam.lf‘ merintahan Da ah.

Perangkat Daérah Kabupaten a unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten,

Pegawai Negeri $1pﬂ yang selanjht_nya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi aya:q.t tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetapolehpejabat pemhmp. kepegawaianuntuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Kode Etik Pegaw Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik
adalah pednm ' sikap, tingkah |1aku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Bombana di dalam melaksanakan tugasnya dan
pergaulan hidupnya sehari-hari.

Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh
Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta
menyelesmkan pplanggamn kodé etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil.

Pelanggaran adalah sikap, pehlaku perbuatan, tulisan dan ucapan
Pegawai Negeri Stp]i yang bertenthngan dengan butir-butir kode etik.

Jiwa Korps | Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan
persatuan,kebersamaan, keljasq'ma tanggung jawab, dedikasi, disiplin,
kreaﬁﬁtas,kebﬁnggaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlapor adal Pegawm Negeri 1p11 yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik. |

Pelapor adalah aeseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan
peraturan rudang-undanganl harus memberitahukan kepada pejabat
yang berwen é tentang telah dan/ atau sedang adanva peristiwa
pelanggaran T:nk

Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan
kepada p-e_lahat yang berwenang untuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang
telah melakukénrmlanggarank ode etik.

Saksi adalah | rang 33115 dapat memberikan keterangan guna
kepentingan pes eriksaan tenta.ng suatu pelanggaran kode etik yvang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/ atau ia alami sendiri.

Laporan adalap beritahuan secara tertulis yvang disampaikan kepada
pejabat yang 6 berwenang tenﬂang sedang dan/ atau telah terjadi
pelanggaran kqdé etik.

Pengaduan adalah pembentahupn secara lisan dan/ atau tertulis yang
disertai permin oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang
berwenang untuk dilakukan eriksaan terhadap Pegawai Negeri 7‘%

yang diduga telaﬂh melakukan pﬁﬂsnggamn kode etik.
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15. Badan Kepeqfa

aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengem umber Daya Manusia Kabupaten Bombana.

16. Pejabat yang enang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksan proses pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pejabat bina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN| dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I

%’a,sa.lll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku ]i?ada tanggal ditetapkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, F'nemeﬁntahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan| penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
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Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 3 DEgmiger 2018
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SEKRETARIS DAETQAH KABUPATEN BOMBANA,

gm \

H. BURHANUDDIN A. HS!NOY, SE_ M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BDHE@ANH TAHUN 2018 NOMOR




